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GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 134 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN

Menimbang:

Mengingat:

BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang




Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan  Sosial (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6139);

9. Undang-Undang




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan




Menetapkan:

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun
2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 134 TAHUN
2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan

Bantuan Sosial, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) setelah huruf ¢ ditambah 1 (satu)

huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 5

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada satuan

kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam

Provinsi Jawa Timur.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan

kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
dalam Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan

dalam rangka meneruskan hibah yang diterima

Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Pusat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana

dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan

kepada:

a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela
dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan,;

b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial
yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang
diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri, Gubernur, atau
Bupati/Walikota;

c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok
masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya
diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Provinsi melalui pengesahan atau penetapan dari
pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait

sesuai dengan kewenangannya; dan/atau

d. Koperasi



(6)

(7)

(8)

)

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memenuhi
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya.

Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf b, melalui Direktur Jenderal Politik dan

Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia.

Pengesahan atau penetapan oleh Kepala SKPD terkait

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilakukan

oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota di Jawa Timur
dengan memberikan nomor register
pengesahan/penetapan.

Untuk mendapatkan pengesahan atau penetapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah
Provinsi Jawa Timur;

b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala
desa setempat atau sebutan lainnya; dan

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi
Jawa Timur dan/atau badan dan lembaga yang
berkedudukan di luar wilayah administrasi Provinsi
Jawa Timur untuk menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan Pemerintah Provinsi sebagai
pemberi hibah.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud
Pasal 4 ayat (1) huruf e, diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan
badan hukum dari kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan




2. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) huruf a diubah, sehingga Pasal 7

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Hibah kepada badan dan Ilembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dan huruf c,
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah
Provinsi Jawa Timur;

b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala
desa setempat atau sebutan lainnya;

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi
Jawa Timur dan/atau badan dan lembaga yang
berkedudukan di luar wilayah administrasi Provinsi
Jawa Timur untuk menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan Pemerintah Provinsi sebagai
pemberi hibah; dan

d. memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau Surat
Pengesahan dari SKPD Kabupaten/Kota di Jawa
Timur.

Hibah kepada badan dan lembaga yang berkedudukan

di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat

diberikan kepada badan dan lembaga yang
berkedudukan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Hibah kepada badan dan lembaga di luar wilayah

administrasi Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di

dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan Pemerintah Provinsi sebagai
pemberi hibah;

b. memiliki kepengurusan yang jelas, didirikan dan
beranggotakan Warga Negara Indonesia yang berasal
dari Provinsi Jawa Timur dibuktikan dengan kartu
identitas penduduk;

c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala

desa setempat atau sebutan lainnya; dan

d. memiliki



d. memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau Surat
Pengesahan dari SKPD Kabupaten/Kota pada
wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota
setempat.

(4) Hibah kepada badan dan lembaga di luar wilayah
administrasi Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di
luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan Pemerintah Provinsi sebagai
pemberi hibah;

b. memiliki kepengurusan yang jelas, didirikan dan
beranggotakan Warga Negara Indonesia yang berasal
dari Provinsi Jawa Timur dibuktikan dengan
dokumen kewarganegaraan; dan

c. memiliki Surat Keterangan dari pihak setempat yang
berwenang dan/atau  perwakilan  Pemerintah
Republik Indonesia di wilayah setempat.

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi
pemerintah daerah; dan

c. memiliki sekretariat tetap di Provinsi Jawa Timur.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 16

(1) Berdasarkan hasil pengecekan persyaratan administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3),
SKPD/Biro terkait mengusulkan Rancangan Keputusan
Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah.

(2) Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu
memperoleh persetujuan dari APIP.

Pasal II



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Maret 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
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Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Maret 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd
JEMPIN MARBUN, SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 10 SERI E.



